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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR2401 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1385 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN
MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

oa.

bahwa dalam rangka pengaturan pendirian madrasah
yang diselenggarakan oleh masyarakat, perlu mengubah
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian
Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan -
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Kasubdit
Kelembagaan

Kabag Ortala dan Direktur Pendidikan Sekretaris
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaumana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157); )
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama,;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri, Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia * Tahun 2013 Nomor 1382)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
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Menetapkan B

. JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR . Lo
' TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIRI MADRASAH YANG,;‘; RN

15 Keputusa.n Direktur: Jenderal Pendldlkan Islam Nomor
1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian
Madrasah Yang Dlselenggarakan Oleh Masyarakat

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN 'DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMV B
 TENTANG =PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR =
85 TAHUN 2014

S DISELENGGARAKAN OLEH MASYARARAT.

KESATU

- Kantor -

. Pembenan

diselenggarakan oleh masyarakat dlbenkan oleh. Kepala
“Wilayah - Kementerian ‘Agama’ Provinsi -

L ,Keputusan Kepala Kantor Wllayah Kementenan Agama*

KEDUA

KETIGA

: Provmm setempa’c

: Beberapa Format Lamplran Kepuhzsan Direktur Jendera.l
. Pendidikan Islam Nomor 1385 Tghun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh =

Masyarakat diubah- sebagdimana. tercantum dalam- Lamplran

a yang merupakan bag1an tldak terpxsahkan dan Keputusan ini.

:;Keputusan 1m mulau berlaku pada tanggal d1tetapkan

Dltetapkan dl Jakarta
ﬁ pada tanggal 28 April 2016

Ka,‘subdit»'v". o '_
. Kelembagaan

Direktur Pendidika
_ Madrasah

Kaba.g Ortala dan |

Kep(,gawaxan _

4

‘izin operasxonal pendman madrasah yang;" '

‘melalui i

. :1.“.: Sekretans . R



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 2401 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1385 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH

MASYARAKAT.

Format PM-15 SK Penetapan Pemberian Izin Pendirian Madrasah

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI ..ucvvviveniereeneiininnn, )

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar
nasional pendidikan;

bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif,
teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi....ccooveerennns tentang Pemberian Izin Operasionadl

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

" Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

Menimbang ta.
Mengingat HE
Kasubdit

Kelembagaan

Kabag Ortala dan Direktur Pendidikan

i
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10.

12,

13.

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410};

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah, )
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Kasubdit
Kelembagaan
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Keterangan:

Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

TENTANG PEMBERIAN IZIN

: Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada

madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: [Pilih sesuai jenjang] [Bagi RA, MTs, MA, dan MAK] Setelah jangka

.o

waktu 4 (empat) tahun [Bagi Ml Setelah jangka waktu 7 (tujuh)

tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, - pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar

pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil

akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b

mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak
mendapat peringkat  minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  ...cccoveiievinnnnnnnenne.
padatanggal ...,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSL.......cconvnnrunne ,

*): Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, Format SK dapat disesuaikan
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasubdit
Kelembagaan

Direktur Pendidikan

Kabag Ortala dan R
Madrasah Selae@1s

Ke; waian
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Madrasall === | creeeerieiecieseereireesieresnveseavenssrensennens
Nomor Statistik Madrasall. | ccececrrteiirciieecaversrcisronsonsosnsossssosssonnes
Alamat Madrasah S F-1 7« S eennens
Desa/Kelurahan.........coceveensrenens
Kecamatan......occveereneeninrenneineniennens
Kabupaten/Kota.......covervrenenennrurens
Provinsi....cooovveeivueeeenirnencrnenennncrennes
Nama Organisasi Penyelenggara | ..cccovviniiniinnnnnns vereveree creeraresavensrone

Organisasi Penyelenggara

Akte Notaris Organisasi | ...cccciviriinirieniiieieinirerierisein .
Penyelenggara
Pengesahan Akte NOLATIS | terviveriiniiinreirniereciierieeesenssreeereenssases

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSL............. coerenen R
Kasubdit Kabag Ortala dan Direktur Pendidikan Sekretaris
Kelembagaan Kepegawaian Madrasah .

R

) t




Format PM-16 Piagam Pendirian Madrasah

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI.....ccccoeracnecnccccncarenes

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

NOInOl‘: $900s000000000000RcssRRTIROGY

Nama Madrasah
Alamat

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah
Akte Notaris Penyelenggara
Pengesahan Akte Notaris
Berdiri sejak

Diberikan kepada:

.
o etesesrrecsseavesaas D R R Y R R PR N

sese
.

¢ eeevessssesrececrrrseseresrseereree svssicrivvrsrvsccrsnsorrary
.

* sescerdrIrreLsIIIITIGIIOIIIIPIVLIIOIIISIOITIOIUTY vesssseesesen ssessas
.

PP T R R R TR TR Y

v

o eeveses . vesns ver eveerieescogsresecrenrosane

.

o ssssence seccctrsrscsrsonsnne vesarscceteerertacorsesssrerare

o seeseses D R R T evescsscransonsce
R R R R Ry R R Y YRR P PY

o sevissccescrcavress L R R R Y P Py PR

Dengan Nomar Statistik Madrasah (NSMj):

L R R R TR

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN
PROVINSL....cccovvrviinnninrensy

R P R S X XX Y R R R P R PP T PR Y

WILAYAH

AGAMA

sveeve

Kasubdit
Kelembagaan

Kabag Ortala dan

Direktur Pendidikan
Madrasah

Sekretaris
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Format PM-17 SK Penutupan Madrasah

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSL......ccoviviureeiersrnninene ,

[bagi madrasah yang ditutup karena alasan perkembangan
madrasah kurang memuaskan/] bahwa hasil evaluasi
perkembangan madrasah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah pemberian
izin operasional menunjukkan bahwa Madrasah.................
dinilai kurang mempunyai perkembangan dan prospek yang
memuaskan;

[bagi madrasah yang ditutup karena alasan melakukan
pelanggaran/penyimpangan ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang penyelenggaraan pendidikan] bahwa hasil
penyelidikan dan rekomendasi dari Inspektur Jenderal
Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan
bahwa Madrasah ........cceeveenn. telah terbukti melakukan
pelanggaran atau penyimpangan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi .....
tentang Penutupan Madrasah ................ e ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikkan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410};

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belgjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Kasubdit
Kelembagaan

Kabag Ortala dan Direktur Pendidikan Sekretaris

K%waian Ma:;rasah 4»




10.

11.

12

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941);

Peraturan PRemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah .
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun’
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten /Kota;
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1733);

-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSL...ccccoevrerrennninn TENTANG PENUTUPAN MADRASAH
KESATU : Mencabut izin operasional pendirian satuan pendidikan madrasah
yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada madrasah
Kasubdit Kabag Ortala dan Direktur Pendidikan .
Kelembagaan Kepegawaian Madrasah Sekretaris
J 2 ) }
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : jazah dan dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan oleh dan
mengatasnamakan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tidak
sah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  ....ocoeoviiiimnunennenns
pada tanggal  .....ceeeniininnininnn.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSL.....cuvmtimminiiinireseis ,

Keterangan:
*): Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, Format SK dapat disesuaikan

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasubdit Kabag Ortala dan Direktur Pendidikan Sekretaris

-

Kelem an Kejgwaian Madrasah
g /
i (
/



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSL............... arereenn
NOMOR ....cvvvvirvirennrennens

TENTANG
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